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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PajakXmerupakan sumberXutama yangXpaling pentingXdalam 

penerimaanXnegara IndonesiaXyang digunakanXuntuk membiayai 

pembangunanXdan pengeluaranXpemerintah. SebagianXbesar sumber 

penerimaanXnegara tertuangXdalam AnggaranXPendapatan danXBelanja 

NegaraX(APBN) berasalXdari pajak. PajakXjuga merupakanXpenerimaan 

kasXnegara yangXdigunakan untukXkehidupan masyarakatXmenuju 

kesejahteraanXdan untukXmenjadikan kemandirianXbangsa bagi 

kepentinganXbersama.  

Peranan dari APBN sangatlah besar, makaxpemerintah yangxdalam hal 

inixmerupakan tugasxDirektorat JenderalxPajak melakukanxpeningkatan 

usahaxuntuk penerimaanxpajak. Upayaxyang dilakukanxDirektorat Jenderal 

Pajakxagar penerimaanxpajak dapatxdimaksimalkan, antaraxlain: dengan 

caraxperluasan subjekxdan objekxpajak, denganxmenjaring wajibxpajak 

baru. UntukXmemaksimalkan penerimaanXpajak tidakXdapat hanya 

mengandalkanXperan dariXDitjen PajakXmaupun petugasXpajak, tetapi 

dibutuhkanXjuga peranXaktif dariXpara wajibXpajak ituXsendiri. 

PenerimaanXpajak masukXdari berbagaiXsumber danXditarik dari 

tiapXlini kegiatanXusaha masyarakatXyang besaranXpemasukannya 

bergantungXdari skalaXkegiatan usahanya. SalahXsatunya bersumberXdari 

UsahaXMikro KecilXdan MenengahX(UMKM) (Nurhidayah, 2021). 

PerekonomianXIndonesia telahXdidominasi olehXsektor UMKMXdan terus 

menunjukkanXperkembangan yangXcukup signifikanXdari tahunXke tahun. 

Berdasarkanxdata KementerianxKoperasi danxUsaha Kecilxdan Menengah, 

darix2011-2020 perkembanganxUMKM dixIndonesia digambarkanxmelalui 

gambarx1.1 dibawahxini. 
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Gambar 1. 1 UMKM, periode tahun 2011-2020 

(Sumber: Koran Jakarta/ONES, 2021) 

Darixdata diatas, dapatxdilihat bahwaxjumlah UMKMxdi Indonesia 

terusxmeningkat tiapxtahunnya, terkecualixdi tahunx2021. Padaxtahun 2011 

jumlahxUMKM dixIndonesia sebanyakx54,1 juta,xpada tahunx2012 

jumlahnyaibertambah menjadixsebanyak 55,2ijuta, padaitahun 2013ijumlah 

UMKMXdi IndonesiaXberjumlah sebanyakX56,5 juta,Xpada tahunX2014 

jumlahnyaXbertambah menjadiXsebanyak 57,9Xjuta, padaXtahun 2015 

jumlahXUMKM diXIndonesia berjumlahXsebanyak 59,3Xjuta, padaXtahun 

2016Xjumlahnya bertambahXmenjadi sebanyakX61,7 juta, padaXtahun 

2017Xjumlah UMKMXdi IndonesiaXberjumlah sebanyakX62,9 juta, dan 

padaxtahun 2018xjumlahnya bertambahxmenjadi sebanyakx64,2 juta. Data 

KemenkopXdan UKMXmenyebutkan bahwaXjumlah UMKMXtahun 2019 

adalahXsejumlah 65,5Xjuta, danXpada tahunX2020 UMKMXmengalami 

penurunanxakibat covid-19, jumlahxUMKM padaxtahun 2020xdiperkirakan 

sejumlahx64,2 juta. 

PeningkatanXtersebut secaraXharfiah seharusnyaXdiikuti dengan 

potensiXpenerimaan pajakXdari UMKMXyang semakinXbesar dan 

meningkat. DataXKementerian KoperasiXdan UKMXmengungkapkan pada 
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periodeX2020, kontribusiXUMKM terhadapXpembentukan Produksi 

DomestikXBruto (PDB)Xmencapai 61,07Xpersen atauXsenilai 8.573,89 

triliunXrupiah. Namun, dilansirXdari KajianXPPH FinalXUMKM dalam 

lamanXpajak.go.id, apabilaXdibandingkan denganXkontribusi UMKM 

terhadapXpenerimaan pajak, terdapatXmiss-match dimanaXkontribusi 

UMKMXpada penerimaanXperpajakan sangatXkecil, yaituXkurang lebih 

0.5Xpersen dariXtotal penerimaanXpajak. DilansirXdari 

komwasjak.kemenkeu.go.idXmengatakan bahwaXkontribusi UMKM 

terhadapXperekonomian IndonesiaXmeliputi kemampuanXmenyerap 97% 

dariXtotal tenagaXkerja yangXada sertaXdapat menghimpunXsampai 60,4% 

dariXtotal investasi. Namun, berdasarkanXdata dariXDirektorat Jenderal 

PajakXKementerian KeuanganX(2019), kontribusiXPPh final UMKM 

berjumlahXRp7,5 triliun,Xatau hanyaXsekitar 1,1%Xdari totalXpenerimaan 

PPhXsecara keseluruhanXdi tahunXyang samaXsebesar Rp711,2Xtriliun. 

Ketidakseimbanganxkontribusi UMKMxtersebut merupakanxsuatu indikasi 

bahwaxtingkat ketaatanxUMKM dalamxmemenuhi kewajibanxperpajakan 

masihxsangat rendah. 

BeberapaXupaya telahXdilakukan olehXpemerintah untuk 

meningkatkanXkepatuhan pajakXkhususnya kepadaXwajib pajakXUMKM 

diXIndonesia denganXmengeluarkan beberapaXkebijakan seperti 

penguranganXtarif yangXsemula 1%Xmenjadi 0,5%Xdari dasarXpengenaan 

pajakXdan kemudahanXadministrasi sepertiXyang dijabarkanXpada 

PeraturanXPemerintah RepublikXIndonesia NomorX23 TahunX2018. 

Namun,Xhingga saatXini tetapXrendahnya kepatuhanXpajak 

masihXmenjadi permasalahanXyang perluXdicarikan solusinyaXagar sektor 

potensialXseperti UMKMXdapat memberikanXkontribusi yangXlebih besar 

terhadapXpenerimaan negara. 

SalahXsatu kendalaXyang menghambatXkeefektifan pengumpulan 

pajakXadalah kepatuhanXwajib pajakXuntuk membayarkanXpajaknya. 

MinimnyaXkesadaran membuatXbanyak wajibXpajak tidakXpatuh dan 

engganXmelaksanakan kewajibanXperpajakannya. AgarXtarget pajak 
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tercapai,Xperlu ditumbuhkanXkesadaran danXkepatuhan masyarakatXuntuk 

memenuhiXkewajiban perpajakannya. KesadaranXperpajakan timbulXdari 

dalamXdiri wajibXpajak sendiriXtanpa memperhatikanXadanya 

sanksiXpajak, sementaraXkepatuhan timbulXkarena mengetahuiXadanya 

sanksiX(Kodoati dkk,X2016). 

BeberapaXpenelitian sebelumnyaXterkait kepatuhanXwajib pajak 

telahXdilakukan, sepertiXpenelitian ErawatiXdan PareraX(2017) dalam 

penelitiannyaXmengungkapkan bahwaXkesadaran wajibXpajak, sanksi 

pajak,Xpengetahuan pajak,Xdan pelayananXfiskus berpengaruhXterhadap 

kepatuhanXwajib pajak. PenelitianXlainnya dilakukanXSeptovi (2016) 

dimanaXpengetahuan pajakXdan sanksiXterhadap pelanggaranXpajak 

menjadiXfaktor yangXberpengaruh terhadapXkepatuhan wajibXpajak badan 

UMKMXbaik secaraXsimultan maupunXparsial. SuparyadiX(2016) dalam 

penelitiannyaXmengungkapkan bahwaXpemahaman pajakXberpengaruh 

terhadapXkepatuhan wajibXpajak badanXUMKM namunXsanksi atas 

pelanggaranXpajak tidakXberpengaruh secaraXsignifikan terhadap 

kepatuhanXwajib pajakXbadan UMKM. 

PenjabaranXdiatas membuatXpenulis tertarikXuntuk menelitiXini di 

KabupatenXBelitung Timur. SebagaiXsalah satuXdaerah yangXUMKM-nya 

sedangXdihadang untukXpeningkatan sektorXpariwisata. Dengan 

peningkatanXtersebut harusnyaXmemiliki potensiXyang besarXpula 

terhadapXpenerimaan pajakXdi KabupatenXBelitung TimurXsendiri. 

BerikutXsajian datanya: 
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Gambar 1. 2 Gambar Pendapatan Regional Bruto 

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021) 

Dari gambarX1.2 dapatXdiketahui bahwaXpendapaatan regional 

Kabupaten Belitung Timur selama masa pandemi berada di titik -0.66%, 

sehingga dapat diketahui terdapat penurunan kontribusi dari UMKM. Namun 

pada daerah tersebut mengalami penurunan terkecil darixkabupaten/kota 

yangxada dixProvinsi Kep. BangkaxBelitung. 
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Gambar 1. 3 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah 

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021) 

Darixgambar diatasxdapat dilihatxbahwa totalxpenerimaan pajak 

KP2KP Manggar, Belitung Timur sangat jauh meningkat dari tahun 2020. 

Dimana total penerimaan pajak pada tahun 2020 berjumlah 
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58.519.124.050,59 dan pada tahun 2021 total penerimaan pajak berjumlah 

70.542.484.276,20 atau meningkat dengan persentase peningkatan sebesar 

106,85.  

Padaxtahun 2020, defisitxAPBN Indonesiaxtercatat sebesarx6,09% 

darixproduk domestikxbruto (PDB). Adaxbeberapa penyebabxrendahnya 

kepatuhanxpajak paraxpelaku UMKMxantara lainxpara pelakuxUMKM 

tidakxmemahami caraxmenghitung, membayarxdan melaporkanxpajak 

(Nurhidayah,x2021). PadahalXpemerintah telahXmemberikan fasilitas 

sehinggaXmempermudah untukXmembayar pajakXsecara online. 

SaatXakhir tahunX2020, DJPXmenerima 14,6Xjuta SuratXPemberitahuan 

TahunanX(SPT) dariX19 jutaXWajib PajakX(WP) yangXharusnya 

menyampaikanXSPT (Sulaiman, 2021).  

WajibXpajak harusXmemiliki pengetahuanXpajak yangXcukup baik 

agarXkewajiban dapatXterpenuhi, sehinggaXpemerintah memberikan 

langkahXterbaik untukXmeningkatkan pengetahuanXpajak wajibXpajak 

denganXcara diadakannyaXmateri perpajakanXdalam pendidikanXformal 

danXpendidikan informalXberupa sosialisasiXperpajakan. 

Sebagianxbesar wajibxpajak memperolehxpengetahuan tentangxpajak 

dariXpetugas pajak. AdaXjuga yangXdiperoleh dariXberbagai 

informasiXlain seperti:Xradio, televisi,Xmajalah, surat kabar,Xinternet, buku 

perpajakan,Xkonsultan pajak,Xseminar pajakXdan adaXpula 

yangXdiperoleh dariXpelatihan pajak. NamunXdalam pelaksanaan,xkegiatan 

tersebutXtidak seringXdilakukan. Bahkan,Xdalam duniaXpendidikan 

pengetahuanXtentang pajakXbelum menyentuhXsecara komprehensif.xOleh 

karenaXitu, padaXtataran pendidikanXmulai pendidikanXdasar sampai 

pendidikanXtinggi masihXbelum tersosialisasiXpajak secaraXmenyeluruh, 

kecualiXbagi merekaXyang menempuhXjurusan perpajakan.XKurangnya 

sosialisasixini mungkinxmenyebabkan rendahnyaxtingkat kepatuhanxwajib 

pajak.xLangkah-langkah tersebutxdapat berjalanxbaik jikaxmemberikan 

dampakxyang baikxjuga bagixwajib pajakxdalam memahamixperaturan 

perundangan-undanganxserta akanxmemunculkan kesadaranxdiri yang 
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tinggixbagi wajibxpajak untukxmelaksanakan kewajibanxmereka sebagai 

wajibxpajak yangxpatuh. 

UpayaXpeningkatan kesadaranXdan kepedulianXharus menjadi 

perhatianXyang utama. SalahXsatu wujudXkesadaran danXkepedulian 

masyarakatXuntuk membayarXpajak adalahXdengan caraXmendaftarkan 

diriXsebagai wajibXpajak danXmembayar pajakXsesuai denganXketentuan 

perpajakanXyang ada,Xapabila memperolehXatau menerimaXpenghasilan. 

BerdasarkanXfenomena diatasXmenunjukkan bahwaXtingkat 

kepatuhanXwajib pajakXUMKM masihXbelum maksimal. 

KepatuhanXwajib pajakXmerupakan faktorXyang pentingXdalam 

peningkatanXpenerimaan pajak. DiXIndonesia, pengetahuanXwajib pajak 

masihXcukup rendah (Jatengdaily.com, 2021). PadahalXpada Kantor 

PelayananXPajak (KPP)Xsudah menyediakanXbuku petunjukXserta tempat 

pelayananXterpadu yangXselalu sediaXsetiap saatXmelayani wajibXpajak 

denganXsegala kepentinganXdan permasalahannya. HalXini jugaXdialami 

dariXsekian banyaknyaXpemilik atauXpengembang UsahaXMikro Kecil 

MenengahXdi KabupatenXBelitung Timur, yangXmasih banyakXsekali 

faktorXpenyebabnya, sepertiXhalnya denganXminimimnya pegetahuannya 

tentangXperpajakan, atauXmasih kurangnyaXkesadaran wajibXpajak karena 

masihXmengganggap tingkatXpenghasilannya terlaluXkecil atauXlain hal 

sebagainya. 

FaktorXpertama yangXdapat mempengaruhiXkepatuhan wajibXpajak 

UMKMXadalah pengetahuanXperpajakan. PengetahuanXperpajakan 

meliputiXrasa pahamXdengan segalaXhal yangXada padaXruang lingkup 

perpajakanXyang akanXmeningkatkan rasaXsadar danXpatuh. Pengetahuan 

perpajakanXsangat pentingXterhadap kepatuhanXseseorang dikarenakan 

semakinXtingginya pengetahuanXtentang perpajakanXmaka semakinXpatuh 

seseorangXdalam membayarXpajak bagiXsuatu negara. VariabelXini sejalan 

denganXpenelitian NovitasariXet alX(2021) yangXmenyatakan bahwa 

pengetahuanxpajak berpengaruhxpositif danxsignifikan terhadapxkepatuhan 

wajibxpajak. Sedangkanxpenelitian yangxdilakukan olehxWati etxal (2021) 
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menyatakanxbahwa pengetahuanxperpajakan tidakxberpengaruh terhadap 

kepatuhanxwajib pajak. 

Faktorxkedua yangxdapat mempengaruhixkepatuhan wajibxpajak 

adalahxsanksi pajak. Dalamxdefinisi pajak, bisaxdikatakan bahwaxpajak 

mempunyaixsifat yangxmemaksa berdasarkanxundang-undang, maka 

terdapatxkonsekuensi hukumxjika tidakxpatuh terhadapxundang-undang 

tersebut. Jadi,xsanksi pajakxdiperlukan untukxmencegah agarxwajib pajak 

takutxuntuk melanggarxundang-undang perpajakan. Halxini sejalanxdengan 

penelitianxPutri & Nurhasanahx(2019) menyatakanxbahwa sanksixpajak 

secaraxparsial berpengaruhxpositif danxsignifikan terhadapxkepatuhan wajib 

pajak. Sedangkanxpenelitian yangxdilakukan olehxNoviana etxal (2020) 

menyatakanxbahwa sanksixpajak tidakxberpengaruh terhadapxkepatuhan 

wajibxpajak. 

Denganxdemikian, penulisxtertarik untukxmengambil sebuahxjudul 

penelitian “PengetahuanxPerpajakan danxSanksi PerpajakaniTerhadap 

TingkatxKepatuhan WajibxPajak UMKMxdi BelitungxTimur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Hasil dari latar belakangxdiatas dapatxdi rumuskanxmasalah sebagaixberikut: 

1. Apakahxpengetahuan perpajakanxberpengaruh terhadapxkepatuhan 

wajibxpajak UMKM? 

2. Apakahxsanksi pajakxberpengaruh terhadapxkepatuhan wajibxpajak 

UMKM? 

3. Apakahxpengetahuan perpajakanxdan sanksixpajak secaraxbersama-

samaxberpengaruh terhadapxkepatuhan wajibxpajak UMKM? 

1.3 Batasan Masalah 

AgarXpenelitian iniXlebih terfokus, terarahXdan menghindari 

penjelasanXyang terlaluXmeluas, makaXpenulis membuat batasanXmasalah 

yang memuat antara lain: 
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1. Peneliti hanya membahas pengetahuanXperpajakan danXsanksi 

perpajakanxyang mempengaruhixkepatuhan wajibxpajak paraxpelaku 

UsahaxMikro Kecilxdan Menengahx(UMKM) di BelitungxTimur 

2. Objek penelitian adalah orang yang sebagai pelakuXUsaha 

MikroXKecil danXMenengah (UMKM)Xdi BelitungXTimur. 

3. Sampelxpenelitian adalahxpelaku UsahaxMikro Kecilxdan Menengah 

(UMKM)xdi BelitungxTimur berdasarkanxtingkat pendidikan. 

4. PeriodeXpenelitian dilakukanXdari mulaiXbulan awalXNovember 

hinggaXpertengahan bulanXDesember 2022. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuanxdari penulisanxpenelitian inixadalah: 

1. UntukXmengetahui pengetahuanXperpajakan berpengaruhXterhadap 

tingkatXkepatuhan wajibXpajak paraXpelaku UsahaXKecil Menengah 

(UKM)Xsebagai wajibXpajak. 

2. UntukXmengetahui bagaimanaXpengetahuan perpajakanXpelaku 

UMKMXdiwilayah BelitungXTimur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaatxdari penulisanxpenelitian inixadalah: 

1. ManfaatxAkademis 

Tujuanxdilakukannya penelitianxadalah untukxmemberi petunjukiserta 

rujukanXbagi suatuXorang bersangkutan,Xdalam ilmuXakuntansi 

perpajakanXseputar pengetahuanXperpajakan danXsanksi perpajakan 

terhadapXtingkat kepatuhanXwajib pajakXUMKM. 

2. ManfaatxPraktis 

Tujuan lainnya dilakukannya penelitian adalah memberi petunjuk 

berguna sebagai pertimbangan atas efektivitas serta efesiensi ketika 

mengimplementasikan perpajakan terhadap pelaku UMKM. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Struktur penulisan bertujuan untuk memberi kemudahan peneliti dalam 

menyusun skripsi, sehingga diperlukan penentuan sistematika penulisan 
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secara baik dan benar. Sistematika penulisan dikelompokan 

menjadiXbeberapa bab, antaraXlain: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Padaobab iniodibahas seputar latarobelakang, perumusanomasalah, batasan 

masalah,o tujuanopenelitian, manfaatopenelitian: manfaat akademik 

danomanfaat praktis, dan sistematikaopenulisanoyang sesuai dengan 

penelitian,ini,denganXjudul: “PengetahuanXPerpajakan danXSanksi 

PerpajakanXTerhadap TingkatXKepatuhan WajibXPajak UMKMXdi 

BelitungXTimur”. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada babotinjauan pustakaoakan membahasoteori-teori yangoterdapat 

sangkut paut denganotemaopenelitian, seperti kajianoteori, variabelpyang 

diteliti, dan teori pendukung penelitian ini yaitu penelitian terdahulu. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Berisiotentang definisiovariabel penelitianodan definisiooperasional, 

penentuanosampel, jenispdan sumberpdata, 

metodeppengumpulanpdata,pserta metodepanalisispdata. 

BABi4 HASILiDAN PEMBAHASAN 

Padaxbab inixberisiptentang hasilppenelitian secarapsistematikapkemudian 

dianalisispdengan menggunakanpmetodologi penelitanoyang 

telahpditetapkan untukpselanjutnya diadakanppembahasan. 

BABi5 SIMPULANiDAN SARAN 

Pada babxkesimpulanpdan saranpmerpuakan hasilpakhir darixpenelitianoini, 

yang berisiptentangpkesimpulan,pketerbatasan hasilppenelitian, 

danpjugapsaran. 
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